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Warga Gotong Royong
Benahi Jalan
Berproyek Rp14 M
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GOTONG ROYONG: Warga gotong royong membuat jalan sementara di Jalan Raya
Sungai Awan Kiri — Tanjungpura, Kecamatan Muara Pawan yang sedang dibangun, namun-
terendam banjir saat air sungai meluap. ~ . :
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. SUNGAI AWAN - Pu-

‘{uhan warga melakukan

‘gotong royong membuat
jalan sementara di Jalan
Raya Sungai Awan Kiri -

. Tanjungpura, Kecamatan '

Muara Pawan. Warga mem-
‘buat jalan sementara kar-
‘ena pembangunan jalan
tersebut dianggap kurang
efektif. Jalan tersebut masih
terendam banjirmeski telah
dianggarkan Rp14 miliar
«oleh Pemda Ketapang.

" Warga yang berasal dari
‘Desa Mayak dan Desa Tan-
jungpura, bahu-membahu
inembuat jembatan atau
meting sementara, meng-

gunakan kayu. Balok-balok

kayu disusun dan dipaku
mereka demi melintasi jalan
yang terendam banjir. Jalan
tersebut hanya bisa diguna-
kan oleh pengguna kend-
araan roda dua.
Pembuatan jalan semen-
‘tara tersebut selain untuk

‘membantu masyarakat agar

-tetap bisa melintas, juga
sebagai bentuk protes dan
kekecewaan terhadap pelak-

‘sanaan proyek. Pasalnya
proyek pembangunan jalan
tersebut menelan angga-
ran hingga Rp14 miliar dari
APBD Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2019. Pem-
buatan jembatan sementara
menjadi satu-satunya alter-
natif yang harus dibangun
mereka, agar masyarakat
tetap bisa melintas.

Salah satu warga Desa
Mayak, Mohammad Hidayat
(45), mengaku sangat ke-
‘cewa dengan pelaksanaan
proyek pembangunan ruas
Jalan Raya Sungai Awan Kiri
- Tanjungpura. Pasalnya,
dia mengeluhkan, meski

telah menelan biaya belasan .

miliar, namun pembangun-
annya tidak bisa mengatasi
masalah banjir yang selama
inimemang menjadimomok
di lokasi tersebut.

Dia mengatakan, proyek

7penin§l£ét;n ]a1;n tersebut

dianggap kurang efektif.
Selain jalan tetap terendam
banjir, dia menilai, tidak
ada penanganan lebih lan-
jut dari pihak terkait me-
nangani masalah tersebut.
“Kalau bicara kecewa, tentu
kami sangat kecewa. Kami
berharap pihak pelaksana

- maupun pihak terkait untuk

bertanggung jawab,” ka-

‘tanya, kemarin (25/11).

Diamenjelaskan, sebagai
bentuk protes dan kekece-
waan tersebut, masyarakat
dari dua desa melakukan
aksi gotong royong. Mereka
membangun jalan semen-
tara menggunakan kayu,
agar masyarakat tetap bisa
melintas di jalan tersebut.
“Masyarakat sudah bangun
jalan sementara, itu sebagai
bentuk protes. Kita berharap
dinas turun ke lapangan
mengecek kondisi ini dan
mencari solusinya agar ang-
garan sebesar itu tidak sia-
sia,” pintanya.

Hidayat mengaku kecewa
dengan pihak pelaksana
yang menuding masyarakat
pekerja kayu sebagai pe-

‘nyebab banjir, lantaran

melakukan pembendungan
aliran sungai. Padahal, di-
pastikan dia bahwa banjir
ini terjadi akibat timbunan
yang kurang tinggi, terlebih
di seputaran Sungai Men-

'subuk: “Kita minta aparat

penegak hukum bisa me-
meriksa pekerjaan ini mulai
dari perencanaan hingga
pelaksanaan. Jika ada ke-
salahan kita berharap ada
sanksi tegas agar kedepan
tidak ada lagi proyek-proyek
dengan anggaran besar yang
terkesan mubazir,” pung-
kasnya.

: Sebelumnya dlberltakan

“bahwa Jalan Raya Sungai.

Awan Kiri - Tanjungpura
yang baru dikerjakan sudah
terendam banjir. Penim-
bunan yang dilakukan agar

jalan tersebut bebas dari
banjir di musim hujan, jus-
tru terlihat tidak ada bedan-
ya. Padahal, proyek tersebut
menelan dana Rp14 miliar .
dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)
Ketapang tahun 2019.
Proyek tersebut masih
dalam proses pengerjaan
akhir. Namun, di beberapa’
titik sudah terendam ban-
jir. Pihak pelaksana proyek
menuding kondisi ini terjadi
akibatadanya oknum warga

yang sengaja membehdung
aliran air untuk kepentingan
pengangkutan kayu dari da-
“lam hutan, sehingga air naik
hingga kelokasi pelaksanaan
proyek.
Salah satu warga, Andi
(34), mengatakan, teren-

damnya jalan kabupaten =

yang sedang dikerjakan
tersebut, seolah hanya
menghabiskan anggaran
saja. Pasalnya, penimbunan
untuk meninggikan badan
jalan dinilai dia justru tidak

berhasil. “Kalau seperti ini
sama seperti sebelum dit-
imbun. Percuma saja ang-
garannya hingga Rp14 miliar
kalau kondisi jalan masih
terendam,” katanya, kemarin
(21/11). :

Dia menjelaskan, ang-
garan yang dikucurkan oleh
Pemda Ketapang tersebut
bertujuan agar jalan terse-
but lebih tinggi dan tidak
terendam banjir saat musim
hujan tiba. Pasalnya, diakui
dia jika dt kawasan terse-
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but selalu menjadi lang-
ganan banjir saat musim-
hujan datang. “Masyarakat
berharap dengan anggaran
yang sebesar ini dampaknya
bisa benar-benar dirasakan
masyarakat,” harapnya. “Kita
mendukung pembangunan
ini, karena ini yang sangat
diharapkan masyarakat.
Akan tetapi pembangun-
annya jangan sekadar for-
malitas, harus dicari solusi
kenapa ini terjadi, apakah
karena timbunan rendabh,
tidak ada saluran air atau
apa, ini harus dipecahkan.
Jangan sampai anggaran
yang besar menjadi sia-sia,”
tambahnya.

Sementara itu, Site Man-
ager Operasional PT. Bayu
Karsa Utama, Suratno, men-
geluhkan kondisi jalan yang
saat ini terendam air terse-
but. Pihaknya merasa dirugi-
kan atas kejadian tersebut.
“Kami juga mau mengeluh,
karena informasinya airyang
naik hingga ke lokasi dis-
ebabkan ada oknum warga
yang sengaja membendung,
saluran untuk difungsikan,
guna memudahkan men-
gangkut kayu dari dalam
hutan,” tudingnya.

Sebagai pelaksana proyek,
kondisi seperti ini sudah
sering kali terjadi, sehingga
membuat pihaknya ke-
walahan. Bahkan pihaknya
harus merugi karena kem-
bali melakukan penimbu-
nan yang sudah dilakukan.
“Persoalan ini sudah saya
sampaikan termasuk ke di- .
nas (Dinas PUPR, Red), tapi
belum ada satu pun yang *
menanggapi. Jadi inisiatif
kami selaku pelaksana, kar-
ena ini merupakan tang-
gung jawab, jadi kami akan
kerjakan kembali sampal
serah terig an. ;
tuturnya'

Dia melmﬁ‘f
peduli dan bersama-sama
mendukung pembangunan.

Kepada pihak yang sengaja
melakukan pembendun-

-gan air, diminta dia agar

dapat memperhatikan kon-
disi pembangunan yang saat
ini dilakukan. “Kami terus
bekerja maksimal. Jangan
dibanjirilah, kasihan juga
masyarakat lain yang me-
lintas. Urusan membendung
kalau itu persoalan klasik,
harapan kami ada solusilah
dari pihak terkait,” harap-
nya. '
Ketua Komisi IV DPRD

Ketapang, Achmad Sholeh,

mengatakan, beberapa wak-

tu lalu sempat melakukan

monitoring terhadap beber-

apa proyek pembangunan

di Ketapang, termasuk di

proyek yang dikeluhkan ini.

Dari hasil pantauannya, me-

mang terdapat aliran sungai

yang tersumbat, serta ditam- _
bah adanya pembendungan

air aliran sungai oleh oknum

warga. “Memang terbukti

dan saya lihat sendiri wakiu

ninjau, bahkan bendungan

dilakukan dengan meng-

gunakan terpal, sehingga

aliran sungai tidak menga-

lir” katanya.

Untuk itu, guna menga-
tasi persoalan ini, dia me-
nilai perlu campur tangan
pihak pemerintah keca-
matan hingga desa, untuk
dapat menyosialisasikan
kepada masyarakat, agar
tidak melakukan pembend-
ungan untuk kepentingan
pribadi. “Nanti akan coba

- jadwalkan diskusi dengan

pihak terkait termasuk ke-
camatan dan desa untuk
mencari solusi dari perso-
alan ini. Selain itu menurut
saya mengatasi persoalan
inisatu di antaranya dengan

- melakukan normalisasi sa-

luran-saluran yang ada agar
nm%ngtersumbatsupaya

nbangunan jalan bisa
aksimal dan tidak - ‘cepat

_hancur akibat direndam air
. terus,” pungkasnya. (afi)
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